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ABSTRAK 

 

Lona Fazira, (2025): Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau 

Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung di 

Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi 

Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh 

Siyasah 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh wewenang dan tugas Komisi Yudisial 

dalam merekrut calon Hakim Agung. Penghubung Komisi Yudisial Riau berperan 

dalam membantu proses seleksi calon Hakim Agung di daerah sesuai kriteria, 

kompetensi, integritas, dan kualitas yang ditetapkan dalam peraturan Komisi 

Yudisial Nomor 2 Tahun 2016. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup analisis 

terhadap peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim 

Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian 

ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran Penghubung 

Komisi Yudisial Riau dalam proses seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah 

Agung, serta menganalisis peran Penghubung Komisi Yudisial terhadap seleksi 

calon Hakim Agung perspektif Fiqh Siyasah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

yang dilaksanakan di kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau. Sumber data 

yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh 

langsung dari narasumber, data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, 

internet, dan peraturan perundang-undangan, sementara data tersier diperoleh 

melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik obsevasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian ini terdiri dari 4 orang, yakni 

koordinator dan asisten Penghubung Komisi Yudisial Riau. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Penghubung Komisi 

Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim Agung yaitu melakukan sosialisasi 

penjaringan calon Hakim Agung, pendampingan pendaftaran dan rekam jejak 

calon Hakim Agung. Adapun yang menjadi kendala, kurangnya regulasi tugas dan 

wewenang spesifik dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, 

kesulitan menemukan calon Hakim Agung yang memenuhi kriteria, serta 

hambatan dalam memperoleh track record calon Hakim Agung. Dari perspektif 

Fiqh Siyasah, peran Penghubung Komisi Yudisial Riau yaitu memastikan 

melayani calon hakim agung dengan adil tanpa membedakan budaya, suku 

maupun kekerabatan, dan memastikan calon hakim yang diusulkan kepada 

Komisi Yudisial memenuhi mempunyai integritas hukum yang diperlukan. 

Adapun yang menjadi kendala yaitu menjamin seleksi yang adil dan objektif 

tanpa dipengaruhi latar belakang calon hakim dan kurangnya transparansi dalam 

proses seleksi, membuat sulit memastikan kualitas calon. 

Kata kunci: Perekrutan, Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial 

Riau, Calon Hakim Agung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang muncul di era 

reformasi dengan pelaksanaan wewenangnya yang independen, tanpa intervensi 

atau pengaruh dari kekuasaan lain. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama 

mendukung agenda reformasi di bidang penegakan hukum, sehingga peradilan 

dan supremasi hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip reformasi, yakni bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perjalanan reformasi telah membawa 

perubahan besar dalam tatanan kenegaraan di Indonesia, dimulai dengan 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat 

kali. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah pembentukan 

Komisi Yudisial, yang secara tegas diatur dalam Pasal 24B. Dalam Bab IX 

tentang Kekuasaan Kehakiman hasil amandemen ketiga UUD 1945, disebutkan 

tiga lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah 

Konstitusi.1 

Salah satu karakteristik utama dari negara demokratis adalah adanya 

sistem peradilan yang independen, bebas, dan tidak berpihak
 2. Komisi Yudisial 

juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi checks and balances 

untuk memastikan terciptanya keseimbangan, kemandirian, dan kebebasan dalam 

                                                           
1
Danang Wijayanto, Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim  

Berintegritas, (Jakarta: Sektretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), h. 27. 

2
Muhammad Fauzan et al., “Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap 

Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di 

Indonesia” Jurnal Esensi Hukum, Volume 5 ., No. 2.,  (2023), h. 2. 
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kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga eksternal, Komisi Yudisial bertugas 

mengawasi berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.3 

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menentukan, “Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang 

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim”.4 Kewenangan tersebut kemudian ditegaskan dan diperkuat 

melalui pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang mengubah 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan 

Komisi Yudisial bertujuan untuk mengubah struktur lama yang cenderung 

tertutup, sentralistik, otoriter, dan kurang transparan, agar lebih selaras dengan 

nilai-nilai demokrasi melalui transformasi dan reformasi di bidang peradilan.5 

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 

maka wewenang Komisi Yudisial adalah: 

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di 

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta 

perilaku hakim; 

                                                           
3
Muhammad Hasan Basri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi 

Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-

IV/2006” Jurnal Lex Renaissance, Volume 6., No. 3., (2021), h. 524. 
4
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran 

Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Pasal 24B ayat (1). 

5
Diah Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

Pengangkatan Hakim Agung” Jurnal Cita Hukum, Volume 1., No. 2.,  (2013), h. 265. 
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3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-

sama dengan Mahkamah Agung; dan 

4. Menjaga dan menegakkan kode etik dan/atau pedoman perilaku 

hakim6 

Tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang berhubungan dengan hakim di 

lingkungan Mahkamah Agung meliputi:7 

1. Mengupayakan peningkatan kapasitas.  

2. Menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.  

3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim  

4. Melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim  

5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim  

a. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan 

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;  

b. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap 

laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman 

perilaku hakim secara tertutup; 

c. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal 

                                                           

6
Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 106 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal 13. 

7
Farid Wajdi, “Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia” 

dalam seminar Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Excellent 

Court, 06 Mei 2017, Purwokerto, Aula A.K. Anshori Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman 

perilaku hakim;  

d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode 

etik dan/ atau pedoman perilaku hakim.  

6. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat. 

7. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di 

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim 

diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) 

berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) 

bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung 

tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap 

profesional.8 

Kode etik memiliki peran penting sebagai alat pengendalian sosial.9 Kode 

etik dan pedoman perilaku hakim berfungsi sebagai pedoman moral yang utama 

bagi para hakim, baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya maupun dalam 

                                                           

8
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Jakarta: tp., 2009), h. 4-5.  

9
Sudirman L, Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid, “Implementasi Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar” Jurnal Hukum Samudra 

Keadilan, Volume 14., No. 2., (2019), h. 180. 



5 

 

 
 

interaksi sosial di luar lingkup kedinasan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan.10  

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, maka Komisi 

Yudisial mendelegasikan wewenang tugasnya kepada penghubung Komisi 

Yudisial di daerah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 maka dibentuklah 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan 

dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan 

Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas 

Komisi Yudisial:  

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim,  

2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;  

3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH 

secara tertutup;  

4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan  

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.11 

Tugas lain yang dimaksud dalam peraturan tersebut dijabarkan dalam 

beberapa pelaksanaan tugas tambahan diantaranya:  

                                                           

10
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, op.cit., h. 6. 

11
Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, Pasal 

14. 
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1. Penyelesaian pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan 

laporan dugaan pelanggaran KEPPH.  

2. Penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim 

dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan 

dan keluhuran martabat hakim.  

3. Pelaksanaan penjaringan seleksi dan rekam jejak calon Hakim 

Agung.  

4. Penyelesaian Pelaksanaan investigasi.  

5. Penyelesaian membangun dan pemeliharaan jejaring.  

6. Penyelesaian sosialisasi/edukasi publik.  

7. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim.  

8. Penyelesaian pengelolaan penatausahaan barang milik negara. 

9. Penyelesaian pengelolaan penatausahaan keuangan negara (Dana 

Operasional Penghubung).12 

Wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial Riau meliputi: 1 Pengadilan 

Tinggi Pekanbaru, 1 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 15 Pengadilan Negeri 

(Riau dan Kepri), (ad-hoc Tipikor, PHI dan Perikanan), 16 Pengadilan Agama 

(Riau dan Kepri), 1 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Akan 

tetapi saat ini wilayah kerja dari Penghubung Komisi Yudisal Riau hanya terdiri 

dari wilayah pengadilan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru terdiri dari 11 Pengadilan Negeri dan 12 Pengadilan 

Agama serta 1 Pengadilan Tata Usaha Negara. Komisi Yudisial Penghubung 

                                                           
12

Methodius Kossay, Dinamika Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim 

Di Indonesia, ed. Agus Wibowo, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), h. 58–66.  
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wilayah Riau dalam menjaga kehormatan, kelurahan serta martabat hakim serta 

kewibawaan peradilan bekerja sama dengan penegak hukum di Riau (Polisi, 

Jaksa, Advokat), kampus dan sekolah (dosen, guru, Mahasiswa dan siswa), serta 

pemerintah daerah, masyarakat, LSM/NGO, Komunitas. 

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik kandidat 

untuk dipekerjakan dalam sebuah perusahaan. Proses ini bertujuan untuk 

memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas guna mengisi posisi 

atau jabatan tertentu di perusahaan. Dalam hal rekrutmen Hakim Agung, 

prosesnya dilakukan melalui dua jalur, yaitu hakim karier dan hakim nonkarier.13 

Komisi Yudisial diakui sebagai lembaga negara yang dirancang khusus untuk 

menangani persoalan terkait sistem pengangkatan hakim.14 

Pengangkatan hakim merupakan upaya untuk memilih individu yang 

memiliki integritas tinggi, kepribadian yang tidak tercela, sikap adil, 

profesionalisme, serta pengalaman dalam bidang hukum.15 Seleksi adalah 

rangkaian tahapan yang dirancang untuk menentukan pelamar yang layak 

diterima. Proses ini dimulai ketika kandidat mengajukan lamaran dan berakhir 

dengan keputusan penerimaan. 

Secara prinsip, rekrutmen Hakim Agung dapat dilakukan melalui dua 

metode, yaitu “tertutup” dan “terbuka”. Sistem rekrutmen tertutup biasanya terkait 

dengan sistem peradilan berbasis karier, di mana hanya individu yang sudah 

                                                           
13

Nurhalimatuz Zahro et al., “Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh 

Komisi Yudisial,” Jurnal USM Law Review, Volume 4., No. 1., (2021), h. 86. 

14
Rizqa Ananda Hanapi, “Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim dalam Rangka 

Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia” Jurnal Legislatif, Volume 2., No. 2., (2019), h. 77. 

15
Fence M. Wantu et al., “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model 

Kedepan” Jurnal Konstitusi, Volume 18., No.2., (2021), h. 243. 
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menjadi bagian dari sistem peradilan yang dipertimbangkan sebagai kandidat. 

Dalam metode ini, pengisian jabatan mengikuti pola birokrasi pemerintah, dengan 

struktur hierarkis yang mencakup promosi, pengawasan, dan mutasi. Sebaliknya, 

sistem rekrutmen terbuka memungkinkan perekrutan hakim dari berbagai latar 

belakang di luar jajaran kehakiman, seperti praktisi hukum senior yang dianggap 

memenuhi syarat untuk bergabung dengan Majelis Hakim. Dalam konteks 

modern, rekrutmen Hakim Agung tidak lagi menggunakan metode rekrutmen 

tertutup.16 

Tahapan seleksi calon Hakim Agung secara garis besar dijabarkan 

sebagai berikut:  

a. Penerimaan usulan 

b. Seleksi administrasi 

c. Uji kelayakan, penetapan kelulusan  

d. Penyampaian usulan calon Hakim Agung ke DPR.17 

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

XIV/2016, terdapat perubahan pada dua ketentuan utama yang menjadi 

persyaratan untuk menjadi Hakim Agung, yaitu: 

1. Hakim non karier harus memiliki keahlian di bidang hukum tertentu 

dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum; 

                                                           
16

Danang Wijayanto, op. cit., h. 30-31 

17
Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Pasal 3. 
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2. Hakim karier tidak lagi harus berpengalaman tiga tahun menjadi 

Hakim Tinggi, namun cukup termasuk pernah menjadi Hakim 

Tinggi (0 tahun Hakim Tinggi).18 

Penghubung Komisi Yudisial Riau telah melaksanakan beberapa 

sosialisasi mengenai seputar kehakiman, seperti sosialisasi Peran Penghubung KY 

dalam mendukung tugas dan kewenangan KY untuk mewujudkan peradilan 

bersih, sosialisasi mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim Dalam Rangka 

Mewujudkan Peradilan Bersih. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof. Dr. 

Mukti Fajar ND, S.H., M. Hum memberikan pemaparan dalam seminar dengan 

tema “Menjaga Integritas Hakim Membangun Kredibilitas Peradaban”. Kegiatan 

berlangsung di lantai IV Gedung Rektorat UIR, juga dihadiri oleh Koordiantor 

Penghubung Komisi Yudisial Riau yaitu Hotman Parulian Siahaan.  

Prof Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M. Hum menjelaskan tugas Komisi 

Yudisial kepada peserta seminar, yang mayoritasnya diikuti oleh mahasiswa 

Hukum, Komisi Yudisial bertugas untuk seleksi calon Hakim Agung, pengawasan 

hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, advokasi hakim, serta 

layanan informasi dan hubungan kelembagaan.19 

Di dalam peraturan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, 

Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung pasal 4 pada poin terakhir menjelaskan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial, salah satunya yaitu 

                                                           
18

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, Pasal 6B ayat (2). 
19

Universitas Islam Riau, “Ketua Komisi Yudisial RI Beri Kuliah Umum : Menjaga 

Integritas Hakim Membangun Kredibilitas Peradaban”, artikel dari https://uir.ac.id/ketua-komisi-

yudisial-ri-beri-kuliah-umum-di-uir-menjaga-integritas-hakim-membangun-kredibilitas 

peradaban.html. Diakses pada 10 Mei 2024. 

https://uir.ac.id/ketua-komisi-yudisial-ri-beri-kuliah-umum-di-uir-menjaga-integritas-hakim-membangun-kredibilitas%20peradaban.html
https://uir.ac.id/ketua-komisi-yudisial-ri-beri-kuliah-umum-di-uir-menjaga-integritas-hakim-membangun-kredibilitas%20peradaban.html
https://uir.ac.id/ketua-komisi-yudisial-ri-beri-kuliah-umum-di-uir-menjaga-integritas-hakim-membangun-kredibilitas%20peradaban.html
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membantu Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon Hakim Agung di daerah 

khususnya di Riau. Pihak yang akan dipilih haruslah memenuhi standar penilaian 

yang telah dibuat oleh pihak yang akan memilih sehingga berhak menjadi seorang 

hakim. Proses rekrutmen hakim yang dilakukan menentukan kualitas hakim yang 

akan dipilih.20 Selanjutnya pengukuran indikator ini mengacu pada kondisi yang 

seharusnya dilakukan, yaitu: 

 Memastikan bahwa Penghubung Komisi Yudisial Riau memberikan 

pelayanan kepada calon Hakim Agung dengan tidak membeda-bedakan karena 

faktor suku, agama, kekerabatan, dan sejenisnya. Memastikan bahwa tidak terjadi 

pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga 

mengindikasikan kecurangan. Memastikan bahwa proses seleksi yang dilakukan 

oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah. 

Memastikan bahwa penyampaian usulan calon Hakim Agung ke DPR sesuai 

dengan kriteria berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016. 

Didalam agama Islam, sangat dianjurkan untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada umat manusia. Hal ini merupakan pekerjaan yang sangat 

mulia dan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Hal ini sesuai 

dengan perintah Allah SWT. Dalam surah Al-Maidah ayat 2. 

                           

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

                                                           
20

Henny Andriani, “Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan 

Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum” UNES Law Review, Volume 6., No., 1 (2023), h. 

2296. 
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Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah /5: 2)
21

 

Dalam kitab Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab mengartikan bahwa 

ayat tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa 

pun, asalkan tujuannya untuk kebaikan dan ketakwaan.22 

Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah 

memerintahkan kita untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan dan 

ketakwaan, serta melarang sebaliknya. Jika kita melanggar perintah Allah, maka 

akibatnya sangat berat. Oleh karena itu, membantu sesama, bahkan dengan cara 

memberikan penjelasan kepada yang membutuhkan, sangat dianjurkan. Pelayanan 

yang baik sebenarnya tidak sulit dilakukan, yang diperlukan hanya kecintaan 

kepada Allah dan Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial dapat diterapkan 

secara penuh. Jika ajaran ini diterapkan, umat Islam dipastikan akan menghargai 

profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik. Islam mengajarkan bahwa 

dalam memberikan hasil berupa barang atau jasa, kita seharusnya memberikan 

kualitas yang terbaik, bukan sesuatu yang buruk atau di bawah standar. 

Setahun lebih belakangan ini Penghubung Komisi Yudisial Riau 

berusaha memperbaiki citra hakim yang selama ini dinilai kurang baik dengan 

memantau dan mengawasi perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat 

terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

                                                           
21

Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 143 
22

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 14 
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(KEPPH),23 juga mengadakan sosialisasi untuk mewujudkan peradilan yang adil, 

bersih, dan bermartabat. Namun, walaupun demikian masih ada beberapa celah 

yang menyebabkan Penghubung Komisi Yudisial Riau mendapatkan kendala dan 

hambatan.  

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis 

dapati di lapangan, penulis menemukan beberapa gejala seperti: 

Tugas Penghubung Komisi Yudisial masih ada yang belum disebutkan 

secara spesifik mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan dalam hal rekrutmen 

calon Hakim Agung, sementara di dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 

Tahun 2017 hanya disebutkan tugas lainnya. Pemicu utamanya adalah 

Penghubung Komisi Yudisial Riau sering kali lebih difokuskan pada pengawasan 

perilaku hakim dan pemrosesan laporan masyarakat, sehingga rekrutmen calon 

Hakim Agung tidak menjadi prioritas utama dalam tugas mereka. Akibatnya, 

peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam rekrutmen calon Hakim Agung 

menjadi kurang optimal. Masukan masyarakat terkait calon Hakim Agung tidak 

tergali secara maksimal, dan potensi kontribusi penghubung Komisi Yudisial Riau 

untuk mendukung proses seleksi di tingkat daerah tidak terwujud sepenuhnya. Hal 

ini bisa berdampak pada kurangnya informasi lokal tentang integritas dan 

kelayakan calon Hakim Agung yang sampai ke Komisi Yudisial pusat. 

Penghubung Komisi Yudisial Riau masih kesulitan dalam mendapatkan 

calon Hakim Agung yang sesuai kriteria berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial 

                                                           
23

Delfina Gusman dan Arya Putra Rizal Pratama, “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai 

Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim,” University Of 

Bengkulu Law Journal, Volume 6., No. 2., (2021), h. 120.  
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Nomor 2 Tahun 2016. Pemicu utamanya adalah kurangnya sosialisasi yang 

intensif mengenai proses dan kriteria seleksi kepada masyarakat, keterbatasan 

sumber daya penghubung Komisi Yudisial Riau dalam menggali informasi lokal, 

serta rendahnya partisipasi masyarakat karena kurang memahami peran mereka 

dalam proses ini. Hal ini membuat informasi penting tentang calon Hakim Agung 

tidak tersampaikan secara maksimal ke Komisi Yudisial pusat. Akibatnya, terpilih 

calon Hakim Agung yang kurang memenuhi standar, mengurangi kepercayaan 

publik terhadap proses seleksi, serta melemahkan upaya untuk menciptakan 

lembaga peradilan yang bersih dan berintegritas. 

Penghubung Komisi Yudisial Riau masih mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan track record calon Hakim Agung. Pemicu utamanya adalah 

kurangnya akses ke informasi yang diperlukan. Banyak data tentang calon 

tersebar di berbagai lembaga, dan tanpa sistem yang efisien, pengumpulan data 

menjadi lambat. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait sering tidak optimal, 

sehingga informasi sulit diperoleh dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam 

memberikan masukan juga menjadi kendala, akibatnya, proses seleksi calon 

Hakim Agung menjadi kurang transparan dan kurang efektif, sehingga terpilih 

calon yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan, serta 

mengurangi kepercayaan publik terhadap proses seleksi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti, dengan Judul Penelitian: ”Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau 

Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung Di Mahkamah Agung Berdasarkan 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan 

dituangkan dalam penelitian ini, yaitu tentang peran Penghubung Komisi Yudisial 

Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan 

peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon 

Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial 

Nomor 2 Tahun 2016, serta perspektif fiqh siyasah terhadap peran Penghubung 

Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung 

berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016. 

 

C. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon 

Hakim Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 

2016? 

2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial 

Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung 

berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016? 

3) Bagaimana perspektif fiqh siyasah peran Penghubung Komisi Yudisial 

Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung 

berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1) Untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap 

seleksi calon Hakim Agung berdasarkan peraturan Komisi Yudisial 

Nomor 2 Tahun 2016. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran 

Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim 

Agung di Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial 

Nomor 2 Tahun 2016. 

3) Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah peran Penghubung Komisi 

Yudisial Riau terhadap seleksi calon Hakim Agung di Mahkamah 

Agung berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, Adapun manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Dari perspektif keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat memperluas 

wawasan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bagi siapa saja 

yang berminat untuk mendalami topik tersebut. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian 

2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata 

Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

  

A. Kerangka Teoritis 

1. Teori Kelembagaan Komisi Yudisial 

Teori kelembagaan Komisi Yudisial sering dihubungkan dengan teori 

pemisahan kekuasaan klasik dengan dikotomi penempatannya hanya sekadar 

auxiliary organ (sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 67 K/TUN/2020). State 

auxiliary organ adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan 

lainnya.24 Di Indonesia, state auxiliary organ berkembang pesat setelah adanya 

reformasi. Lembaga ini dibentuk baik oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan 

Rakyat. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai main organ selalu dikaitkan 

dengan diksi “user” sebagai bentuk superioritas atas pekerjaan yang dilakukan 

oleh Komisi Yudisial yang hanya auxiliary.  

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan peradilan (yudikatif) 

merupakan kekuasaan yang bersifat independen.25 Dalam setiap sistem 

pemerintahan, ketiga jenis kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus 

dipisahkan satu sama lain, baik dalam hal tugas maupun alat perlengkapan (organ) 

yang menjalankannya. Berdasarkan ajaran ini, campur tangan atau saling 

                                                           
24

Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam 

Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Volume 1., No. 2., 

(2020), h. 139.  

25
Muhammad Jufri Dewa et al., “Implementasi Teori The New Separation of Power 

Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Indonesia” Halu Oleo Legal Research, Volume 

6., No. 2., (2024), h. 484. 
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mempengaruhi antar kekuasaan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, pemisahan 

kekuasaan berarti bahwa ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah, baik dalam 

lembaga maupun individu yang menangani masing-masing kekuasaan.  

Pada akhir tahun 2020, Komisioner Komisi Yudisial berupaya 

memberikan dasar yang kuat mengenai kedudukan Komisi Yudisial dengan 

menyajikan beberapa teori yang berkaitan dengan kelembagaan negara. Untuk 

menjelaskan posisi Komisi Yudisial secara akademis, dapat digunakan tiga teori 

berikut: 26 

a. Teori Principal Agent  

Kemunculan lembaga negara independen sebagai delegasi dari 

lembaga negara terpilih (elected politician/officials) yaitu Dewan Perwakilan 

Rakyat dan pemerintah sebagai prinsipal. Prinsipal dan agen, dibedakan 

dengan kekuasaan dan kewenangan. 

b. Teori Isomorphism 

Isomorphisme merupakan penyerupaan atau peniruan dari lembaga 

yang sudah ada di tempat lain, dengan proses difusi nilai-nilai oleh lembaga 

atau organisasi yang lebih dominan. Sebagai contoh Komisi Pemberantasan 

Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk karena dituntutkan oleh IMF. 

c. Teori Judicial Self Governance  

Pada negara-negara di dunia, mulai terjadi pemerintahan mandiri di 

internal kekuasaan kehakiman sebagai antisipasi atas campur tangan eksekutif 

dan legislatif. David Kosa mengelompokkan judicial self governance berupa 
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kemampuan untuk mengatur personal, administratif, keuangan, pendidikan, 

etika, informasi, digital, pengaturan internal. 

Kelembagaan Komisi Yudisial tidak hanya dapat diterangkan dengan 

principal agent sebagai lembaga negara sampiran. Bahkan cara pandang terhadap 

teori ini pun perlu untuk diluruskan, bahwa terkait kewenangan rekrutmen Hakim 

Agung, kewenangan yang didapat Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang 

pada awalnya berada pada Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sehingga dari segi kewenangan, rekrutmen Hakim Agung adalah kewenangan dan 

main organ yang diberikan kepada Komisi Yudisial, dari sisi ini Komisi Yudisial 

pemilik kewenangan main organ secara atributif.27 

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, terdapat pula teori judicial self 

governance di mana kedudukan Komisi Yudisial lebih tepat karena tidak 

dipertandingkan dengan Mahkamah Agung sehingga lebih bersifat komplementer 

satu sama lain untuk dapat dipersandingkan antara manajemen satu atap 

Mahkamah Agung, dengan manajemen judicial self governance dengan adanya 

Komisi Yudisial. Dengan beban perkara dan kompleksitasnya, kewenangan non 

yudisial perlu didukung oleh Komisi Yudisial, agar kewenangan utama khusus 

dalam pembahasan tulisan ini adalah terkait proses rekrutmen Hakim Agung. 

Komisi Yudisial justru dibutuhkan untuk melihat track record seorang hakim.28 

Pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk turut melakukan seleksi 

calon hakim justru akan memperkuat lembaga yudikatif yang merdeka, kuat, 
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bersih, dan profesional sesuai dengan amanah Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 

1945.29 

Jika dilihat dari asal hakim, pola metode rekrutmen yang digunakan, 

yang ada di dunia mengenal dua jenis besar metode seleksi hakim. Yaitu seleksi 

hakim yang berasal dari negara anglo saxon, dan pola rekrutmen hakim dari 

negara civil law. Dalam budaya anglo saxon hakim biasanya diambil dari jalur 

profesional, sedangkan di negeri dengan budaya civil law akan cenderung 

menggunakan sistem karier dengan mengambil hakim darı fresh graduate dengan 

sistem karier.30 

Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan, yaitu civil law mengenal 

sistem peradilan administrasi, sedangkan anglo saxon hanya mengenal satu 

peradilan untuk semua jenis perkara. Civil law menjadi modern karena perguruan 

tinggi melakukan kajian, sedangkan pada anglo saxon dikembangkan melalui 

praktek prosedur hukum. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam 

pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah sehingga bersifat abstrak pada 

civil law, sedangkan kaidah pada anglo saxon secara kongkrit langsung digunakan 

untuk menyelesaikan perkara. Pada civil law dikenal dengan adanya kodifikasi 

hukum sedangkan pada sistem anglo saxon tidak ada kodifikassi. Keputusan 

hakim yang lalu pada sistem civil law tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber 
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Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 75 tahun 1959, Pasal 24 (1). 
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hukum, sedangkan pada sistem anglo saxon keputusan hakim terdahulu terhadap 

jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti.31 

Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia saat ini menggabungkan dua 

metode, yaitu anglo-saxon dan civil law, dengan membuka dua jalur, yakni jalur 

karier dan non-karier, yang masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda.32 

Persyaratan calon Hakim Agung jalur hakim karier yaitu:  

1. Warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

2. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau 

sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;  

3. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;  

4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban;  

5. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, 

termasuk pernah menjadi Hakim Tinggi, dan  

6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan 

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.33 

Persyaratan calon Hakim Agung jalur non karier yaitu: 

1. Warga negara Indonesia;  

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

                                                           
31

Nibras Nada Nailufar dan Serafica Gischa, “Sistem Hukum Anglo Saxon, Perbedaannya 

Dengan Sistem Eropa Kontinental,” artikel dari https:// sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-

dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all. Diakses pada 19 Oktober 2024. 
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3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di 

bidang hukum tertentu sesuai dengan kamar yang dipilih dengan dasar 

sarjana hukum atau sarjana lan yang mempunyai keahlian di bidang 

hukum;  

4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.  

5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban;  

6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling 

sedikit 20 (dua puluh) tahun;  

7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan 

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.34 

2. Teori Tentang Penghubung Komisi Yudisial 

Penghubung Komisi Yudisial Riau memiliki kedudukan sebagai 

perpanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah, yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan terhadap perilaku hakim dan mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan calon Hakim Agung. Dalam konteks ini, mereka berperan dalam 

menjaga independensi lembaga peradilan, yang merupakan prinsip dasar dalam 

sistem hukum Indonesia. Sebagai penghubung, mereka wajib menjalankan tugas 

sesuai dengan regulasi yang mengatur, dengan mematuhi prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, dalam praktiknya muncul pertanyaan 

mengenai posisi Penghubung Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan, 

karena kedudukannya di daerah masih belum solid dalam struktur ketatanegaraan. 
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Penghubung Komisi Yudisial juga berbeda dengan lembaga lain seperti 

Ombudsman, yang sudah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Tugas 

Ombudsman adalah memeriksa laporan mengenai dugaan maladministrasi dalam 

pelayanan publik dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang dilaporkan.35  

Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara 

yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang 

dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan 

Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas 

untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.36  

Dalam menjalankan tugasnya, Penghubung KY Riau harus berpegang 

pada prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sistem peradilan Indonesia, seperti: 

a. Independensi peradilan: Prinsip ini mengatur agar peradilan dapat berjalan 

tanpa intervensi dari kekuasaan lain, sehingga hakim dapat membuat 

keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan tanpa tekanan eksternal. 

b. Keterbukaan dan transparansi: Proses seleksi calon Hakim Agung dan 

pengawasan hakim harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi, 

sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi proses tersebut. 
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c. Aksesibilitas dan akuntabilitas: Masyarakat harus memiliki akses untuk 

memberikan masukan atau laporan terkait hakim dan calon hakim, dan 

Komisi Yudisial harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
37

 

Sementara itu, Penghubung Komisi Yudisial di daerah masih mengacu 

pada Peraturan Komisi Yudisial, sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenangnya, Penghubung Komisi Yudisial memerlukan peraturan perundang-

undangan yang lebih kuat untuk memperkuat kedudukannya dalam mengawasi 

dan menjaga kode etik perilaku hakim di lembaga peradilan. 

Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung menjelaskan mengenai tugas Komisi 

Yudisial dalam hal tersebut: 

1. Penerimaan usulan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan usulan 

calon Hakim Agung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya 

surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan Hakim Agung dari 

Mahkamah Agung. 

2. Penerimaan usulan calon Hakim Agung dilakukan selama 15 (lima belas) 

hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

3. Pengusulan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial dapat dilakukan 

oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat.  

4. Usulan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berasal dari: 
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a. hakim karier; atau  

b. non karier.38 

Secara hukum, tugas utama Penghubung Komisi Yudisial adalah 

mengawasi perilaku hakim, memfasilitasi laporan masyarakat, serta 

menyosialisasikan fungsi Komisi Yudisial kepada masyarakat. Dalam rekrutmen 

calon Hakim Agung, mereka bertugas menerima masukan dari masyarakat yang 

berkaitan dengan integritas dan kelayakan calon hakim. Namun, kewenangan 

mereka terbatas, karena penghubung tidak memiliki otoritas langsung dalam 

pengambilan keputusan terkait seleksi hakim. Hal ini menunjukkan adanya 

pembagian kekuasaan dalam sistem hukum yang mengatur Komisi Yudisiak di 

mana Komisi Yudisial pusat memiliki kewenangan utama dalam penentuan calon 

Hakim Agung, sementara penghubung hanya berfungsi sebagai pengumpul 

informasi.  

3. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupakan gabungan antara kata fiqh dan siyasah. Secara 

bahasa, fiqh berasal dari kata “faqaha-yafqahu-fiqhan” yang berarti “pemahaman 

yang mendalam”. Secara istilah, fiqh merujuk pada ilmu atau pemahaman tentang 

hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci 

(tafsili). Dengan demikian, fiqh adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama 

(mujtahidin) untuk menggali hukum syara agar dapat diterapkan oleh umat Islam. 

Sementara itu, siyasah berasal dari kata “sasayasusu-siyasatan” yang berarti 

                                                           
38

Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Berita 
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mengatur, mengurus, memerintah (pemerintahan), serta membuat kebijakan dan 

keputusan politik. Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah 

sebagai pengaturan perundangan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur kehidupan. Fiqh siyasah pada dasarnya adalah 

cabang hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.39 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah 

adalah ilmu yang mempelajari segala hal terkait pengaturan urusan umat dan 

negara, mencakup berbagai bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat 

atau ditetapkan oleh pihak yang memegang kekuasaan. Kebijakan yang diambil 

oleh pemegang kekuasaan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-

nilai syariat, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat 

manusia.40 

Fiqh siyasah mencakup berbagai ruang lingkup, salah satunya adalah 

Siyasah qadha’iyyah. Siyasah qadha’iyyah merujuk pada kebijakan yang 

berkaitan dengan peradilan. Secara khusus, siyasah qadha’iyyah membahas 

peradilan terkait pelanggaran terhadap peraturan hukum (perundang-undangan) 

yang telah disusun atau ditetapkan oleh lembaga legislatif. Siyasah qadha’iyyah 
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juga sering disebut dengan istilah sultah al-qadha’iyyah, yang dalam bahasa 

Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.41 

4. Teori Pengangkatan Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga yudikatif 

diartilkan sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan menegakkan hukum, 

badan yang bertugas mengadili perkara.
42

 Dalam fiqh siyasah, kekuasaan 

yudikatif setara dengan al-sulthah al-qadha’iyyah yang dipegang oleh qadhi atau 

hakim. Awalnya, kekuasaan yudikatif berada di tangan khalifah, namun khalifah 

kemudian mengangkat para qadhi, seperti di Madinah, Syuriah sebagai qadhi di 

Basrah, dan Abu Musa al-Asy’ari sebagai qadhi di Kufah, untuk memimpin 

bidang peradilan dan hukum. Penentuan qadhi kadang-kadang diserahkan kepada 

penguasa wilayah. Para qadhi berfungsi sebagai pegawai khalifah, sementara para 

ulama berada di luar struktur kepegawaian formal.43  

Pada masa Dinasti Umayyah, al-qadha dike$nal de$ngan pe$laksana hukum 

(nizham al-Qadha'i)44, dimana ke$kuasaan pe$ngadilan te$lah dipisahkan dari 

ke$kuasaan politik. Ada dua ciri khas be$ntuk pe$radilan pada masa Bani Umayyah, 

yaitu:  

1. Hakim me$mutuskan pe$rkara me$nurut hasil ijtihadnya se$ndiri, dalam hal-

hal yang tidak ada nash atau ijma’. Ke$tika itu mazhab be$lum lahir dan 
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be$lum me$njadi pe$ngikat bagi ke$putusan-ke$putusan hakim. Pada waktu itu 

hakim hanya be$rpe$doman ke$pada Al-Quran dan Sunnah.  

2. Le$mbaga pe$radilan pada masa itu be$lum dipe$ngaruhi ole$h pe$nguasa. 

Hakim me$miliki hakim me$miliki hak otonom yang se$mpurna, tidak 

dipe$ngaruhi ole$h ke$inginan-ke$inginan pe$nguasa. Ke$putusan me$re$ka tidak 

hanya be$rlaku pada rakyat biasa, te$tapi juga pada pe$nguasa-pe$nguasa 

se$ndiri. Dalam hal itu, khalifah se$lalu me$ngawasi ge$rak-ge$rik hakim dan 

me$me$cat hakim yang me$nye$le$we$ng dari garis yang dite$ntukan.45 

Khalifah me$ngangkat Qadhi-qadhi yang be$rtugas di Ibu Kota 

pe$me$rintahan, se$me$ntara qadhi yang be$rtugas di dae$rah dise$rahkan 

pe$ngangkatannya pada ke$pala dae$rah te$rse$but. Pe$rmasalahan yang bisa ditangani 

ole$h qadhi ini te$rbatas pada masalah-masalah khusus, se$me$ntara yang 

me$laksanakan ke$putusan itu adalah khalifah.46 

Adapun instansi dan tugas ke$kuasaan ke$hakiman di masa Bani Umayah ini 

dapat dikate$gorikan me$njadi tiga badan, yaitu: 

1. Al-qadhaa me$rupakan tugas Qadhi dalam me$nye$le$saikan pe$rkara-pe$rkara 

yang be$rhubungan de$ngan agama. Disamping itu, badan ini juga me$ngatur 

institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat me$ntal. 

2. Al-Hisbah me$rupakan tugas al-muhtasib (ke$pala hisbah). Dalam 

me$nye$le$saikan pe$rkara-pe$rkara umum dan soal-soal pidana yang 

me$me$rlukan tindakan ce$pat. Te$rbe$ntuknya pe$radilan yang me$nangani kasus 
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al-hisbah, dimana se$be$lumnya be$lum dibe$ntuk le$mbaga re$smi Ne$gara. 

Ke$we$nangan wilayah al-hisbah se$sungguhnya me$rupakan we$we$nang untuk 

me$nyuruh be$rbuat baik dan me$larang be$rbuat munkar, se$rta me$njadikan 

ke$maslahatan dalam masyarakat. Upaya ini digolongkan pada usaha untuk 

me$mbe$rikan pe$ne$kanan te$rhadap ke$te$ntuan-ke$te$ntuan hukum agar dapat 

te$re$alisasi dalam masyarakat se$cara maksimal. Disamping itu wilayah 

hisbah me$mbe$rikan tindakan se$cara se$cara langsung bagi pihak-pihak yang 

me$lakukan pe$langgaran.  

3. Al-nadhar fi al-mazhalim. Me$rupakan mahkamah tinggi atau mahkamah 

banding dari mahkamah dibawahnya (al-qadha dan al-hisbah). Le$mbaga ini 

juga dapat me$ngadili para hakim dan pe$mbe$sar ne$gara yang be$rbuat salah.47 

Pada pe$ngadilan ini didalam me$lakukan sidang langsung dibawah pimpinan 

khalifah. Khilafah me$miliki le$mbaga pe$radilan te$rtinggi, yakni Mahkamah 

Mazhalim. Le$mbaga ini me$miliki ke$we$nangan untuk me$mbe$rhe$ntikan 

se$tiap pe$jabat ne$gara, te$rmasuk khalifah jika me$nyimpang dari ke$wajiban 

baiatnya.48 Dalam me$njalankan tugasnya ke$tua Mahkamah Mazhalim 

dibantu ole$h lima orang pe$jabat, se$pe$rti Pe$mbe$la yang be$rtugas se$bagai 

me$ngalahkan pihak te$rdakwa yang me$nggunakan ke$ke$rasan atau me$larikan 

diri dari pe$ngaje$ran pe$ngadilan, Hakim se$bagai pe$nasihat bagi ke$pala 

Mahkamah Mazhalim, se$hingga de$ngan be$rbagai cara. Apa yang me$njadi 
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hak pihak yang te$raniaya dapat dike$mbalikan, ahli fikih se$bagai te$mpat para 

Mahkamah Mazhalim me$nge$mbalikan pe$rakara syariah yang sulit 

me$ne$ntukan hukumnya, se$ke$rtaris be$rtugas me$ncatat pe$rkara yang 

dipe$rse$lisihkan dan me$ncatat ke$te$tapan apa yang me$njadi hak dan 

ke$wajiban pihak-pihak yang be$rse$lisih, dan saksi yang be$rtugas me$mbe$rikan 

ke$saksian te$rhadap ke$te$tapan hukum yang disampaikan ole$h hakim yang 

tidak be$rte$ntangan de$ngan nilai-nilai ke$be$naran dan ke$adilan. 

Imam al-Shafi'i menekankan bahwa hakim yang diangkat harus memenuhi 

beberapa syarat, di antaranya: 

a. Adil: Hakim harus memiliki sifat adil, yakni tidak berpihak, jujur, dan 

menjaga integritas pribadi. Hakim harus dapat memberikan keputusan 

yang berdasarkan hukum dan kebenaran, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. 

b. Memahami Hukum: Hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam 

tentang syariat Islam, khususnya dalam bidang fiqh (ilmu hukum Islam) 

dan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Tanpa pengetahuan yang 

memadai, seorang hakim tidak akan mampu membuat keputusan yang 

benar sesuai dengan syariat. 

c. Kemampuan untuk Memutuskan: Seorang hakim juga harus memiliki 

kemampuan untuk memahami dan memutuskan perkara dengan bijaksana. 

Ini mencakup kemampuan dalam menganalisis fakta-fakta, 

menginterpretasikan hukum, dan mempertimbangkan keadilan dalam 

keputusan. 
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d. Kemampuan Moral dan Etika: Hakim yang diangkat harus memiliki 

kemampuan moral dan etika yang tinggi, karena keputusan yang mereka 

ambil mempengaruhi kehidupan banyak orang. Hakim harus menjaga 

kehormatan dan martabatnya sebagai representasi hukum.
49

 

Dalam siste$m ke$tatange$raan pastilah te$rdapat se$se$orang pe$mimpin yang 

me$mimpin orang dise$kitarnya, ke$pimimpinan te$rse$but haruslah se$suai de$ngan 

Undang-Undang dan tidak be$rte$ntangan de$ngan syari’at Islam yang me$nyangkut 

te$ntang prinsip fiqh siyasah, dimana ke$te$ntuan ataupun prinsip-prinsip te$rse$but 

be$rdasarkan sumbe$r dari Al-Qur’an dan hadis.50 

Walaupun Allah SWT me$nciptakan manusia de$ngan be$rbagai macam 

be$ntuk, je$nis ke$lamin, bangsa, ras, dan suku ataupun yang lainnya te$tapi kita 

haruslah te$tap saling me$nge$nal, kare$na agama Islam me$ngajarkan manusia 

me$njadi umat yang satu. Dite$ngah ke$be$ragaman te$rse$but pastilah te$rdapat se$orang 

pe$mimpin orang-orang dise$kitarnya. Namun me$njadi se$orang pe$mimpin tidaklah 

mudah harus me$mpunyai syarat se$ndiri, se$pe$rti Q.S. An-Nisa/4: 135: 

                                 

                                 

                      

Artinya: Wahai orang-orang yang be$riman! Jadilah kamu pe$ne$gak ke$adilan, 

me$njadi saksi kare$na Allah, walaupun te$rhadap dirimu se$ndiri atau 

te$rhadap ibu bapak dan kaum ke$rabatmu. Jika dia (yang te$rdakwa) kaya 
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ataupun miskin, maka Allah le$bih tahu ke$maslahatan (ke$baikannya). 

Maka janganlah kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang 

dari ke$be$naran. Dan jika kamu me$mutarbalikkan (kata-kata) atau 

e$nggan me$njadi saksi, maka ke$tahuilah Allah Maha te$liti te$rhadap 

se$gala apa yang kamu ke$rjakan. (Q.S. An-Nisa/4: 135)
51

. 

 

Di dalam kitab Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab me$nafsirkan bahwa 

ayat di atas adalah Wahai orang-orang yang be$riman, jadilah pe$ne$gak-pe$ne$gak 

ke$adilan yang se$mpurna bagi se$be$nar-be$narnya, me$njadi saksi-saksi kare$na Allah, 

yakni se$lalu me$rasakan ke$hadiran Ilahi me$mpe$rhitungkan se$gala langkah kamu 

dan me$njadikannya de$mi kare$na Allah biarpun ke$adilan yang kamu te$gakkan itu 

te$rhadap dirimu se$ndiri atau te$rhadap ibu bapak dan kaum ke$rabatmu, misalnya 

te$rhadap anak, atau saudara dan parftan kamu se$ndiri Jika ia, yakni pribadi yang 

disaksikan kaya yang bole$h jadi kamu harapkan bantuannya atau ia dise$gani dan 

ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi, se$hingga me$njadikan kamu 

be$rtindak tidak adil guna me$mbe$rinya manfaat atau me$nolak mudharat yang dapat 

jatuh atas me$re$ka maka se$kali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak 

me$ne$gakkan ke$adiian kare$na Allah le$bih utama dan le$bih tahu ke$maslahatan 

me$re$ka se$hingga te$gakkanlah ke$adiian de$mi kare$na Allah. Maka kare$na janganlah 

kamu me$ngikuti hawa nafsu kare$na ingin me$nyimpang dari ke$be$naran. Dan jika 

kamti me$mutarbalikkan kata-kata de$ngan me$ngurangi ke$saksian, atau 

me$nyampaikannya se$cara palsu atau be$rpaling e$nggan me$njadi saksi, maka 

se$sungguhnya Allah se$nantiasa Maha Me$nge$tahui se$gala apa yang kamu ke$rjakan 

yang se$ke$cil-ke$cilnya se$kalipun.
52
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Se$lain adil, se$se$orang pe$mimpin haruslah me$mpunyai sifat musyawarah 

dan me$me$cahkan suatu pe$rmasalahan, se$pe$rti pe$rintah Allah SWT yang te$rdapat 

dalam Q.S. Al-Quran Ali-Imran/3: 159 

                             

                          

         

Artinya:  Maka dise$babkan rahmat dari Allah-lah kamu be$rlaku le$mah le$mbut 

te$rhadap me$re$ka. Se$kiranya kamu be$rsikap ke$ras lagi be$rhati kasar, 

te$ntulah me$re$ka me$njauhkan diri dari se$ke$lilingmu. Kare$na itu 

maafkanlah me$re$ka, mohonkanlah ampun bagi me$re$ka, dan 

be$rmusyawarahlah de$ngan me$re$ka dalam urusan itu. Ke$mudian 

apabila kamu te$lah me$mbulatkan te$kad, maka be$rtawakkallah ke$pada 

Allah. Se$sungguhnya Allah me$nyukai orang-orang yang be$rtawakkal 

ke$pada-Nya. (Q.S. Ali-Imran/3: 159)
53

. 

 Di dalam kitab Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab me$nafsirkan bahwa 

ayat di atas adalah pe$rtama, adalah be$rlaku le$mah-le$mbut, tidak kasar dan tidak 

be$rhati ke$ras. Se$orang yang me$lakukan musyawarah, apalagi yang be$rada dalam 

posisi pe$mimpin, yang pe$rtama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar se$rta 

sikap ke$ras ke$pala, kare$na jika tidak, maka mitra musyawarah akan be$rte$baran 

pe$rgi. Ke$dua, me$mbe$ri maaf dan me$mbuka le$mbaran baru. Dalam bahasa ayat di 

atas fa’fu anhum. “maaf”, se$cara harfiah be$rati “me$nghapus.” Me$maafkan, adalah 

me$nghapus be$kas luka hati akibat pe$rlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. 

Ini pe$rlu, kare$na tiada musyawarah tanpa pihak lain, se$dangkan ke$ce$rahan pikiran 

hanya hadir be$rsamaan de$ngan sirnanya ke$ke$ruhan hati. Di sisi lain, yang 

be$rmusyawarah harus me$nyiapkan me$ntalnya untuk se$lalu be$rse$dia me$mbe$ri 

maaf, kare$na bole$h jadi ke$tika me$lakukan musyawarah te$rjadi pe$rbe$daan 
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pe$ndapat, atau ke$luar dari pihak lain kalimat atau pe$ndapat yang me$nyinggung, 

dan bila mampir ke$ hati akan me$nge$ruhkan pikiran, bahkan bole$h jadi me$ngubah 

musyawarah me$njadi pe$rte$ngkaran.
54

 

5. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Kantor Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau 

 

  

 

 

 

Gambar 1.1 Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau 

 Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau dibe$ntuk de$ngan tujuan mampu 

me$me$takan kondisi pe$ngadilan di wilayah Riau untuk me$nge$tahui kondisi riil 

prose$s pe$radilan, se$lain me$ne$rima laporan pe$ngaduan dari masyarakat.
55

 

Pe$lantikan dilakukan di Lantai Dasar Fakultas Hukum Unive$rsitas Islam Riau 

(UIR), pada tanggal 16 Oktobe$r 2014. Pe$lantikan dilakukan ole$h Ke$tua Bidang 

Hubungan Antar Le$mbaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Imam Ansori 

Sale$h. Acara pe$lantikan Pe$nghubung KY Wilayah Riau juga dihadiri se$jumlah 

pe$jabat me$wakili Kapolda Riau, Ke$tua Pe$ngadilan Tinggi dan Re$ktor Unive$rsitas 

Islam Riau se$rta lainnya.
56
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  Kantor pe$rtama be$rdomisili Jl. Arifin Ahmad Komple$k Me$ga Asri Gre$e$n 

Office$ Blok B-5, Marpoyan Damai, Pe$kanbaru. Lalu pada Nove$mbe$r 2021, PKY 

Riau pindah di alamat JI. Arifin Ahmad Komple$k Me$ga Asri Gre$e$n Office$ Blok 

A-14, Marpoyan Damai, Pe$kanbaru. Awal pe$mbe$ntukan PKY Riau wilayah ke$rja 

me$ncakup dalam wilayah pe$ngadilan Provinsi Sumate$ra Barat dan Provinsi Jambi. 

Hal ini dikare$nakan di be$be$rapa dae$rah di Indone$sia be$lum me$miliki Kantor 

Pe$nghubung.  

  Se$hingga pe$laksanaan tugas dan we$we$nang dalam pe$ngawasan, 

pe$mantauan, dan pe$ne$rimaan laporan masyarakat be$lum optimal. Ke$te$rbatasan 

ruang dan waktu me$nye$babkan masyarakat harus me$laporkan ke$ wilayah te$rde$kat, 

dan pe$ngurus Pe$nghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Riau harus se$cara 

langsung be$rope$rasi di be$rbagai dae$rah. Namun, se$iring be$rjalannya waktu 

de$ngan adanya pe$nambahan kantor Pe$nghubung Komisi Yudisial di dae$rah 

Sumate$ra Barat dan pe$ningkataninte$gritas kine$rja, saat ini te$lah be$rhasil 

me$ngurangi be$rbagai hambatan yang ada dalam pe$laksanaan tugas dan we$we$nang 

te$rse$but. 

b. Visi dan Misi Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau 

Visi: Me$njadi Le$mbaga yang Kre$dibe$l untuk Akuntabilitas Hakim 

Misi:  

a) Me$ningkatkan Inte$gritas dan Kapasitas Hakim 

b) Me$ningkatkan Pe$nguatan Ke$le$mbagaan dan Pe$mbe$rdayaan Partisipasi 
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c. Struktur Organisasi Kantor Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau 

1. Pe$nghubung Komisi Yudisial te$rdiri atas: 

a. 1 (satu) orang koordinator; dan 

b. paling banyak 5 (lima) orang asiste$n. 

2. Koordinator se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a be$rtanggung jawab 

me$ngoordinasikan dan me$laksanakan tugas Pe$nghubung. 

3. Asiste$n se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b me$laksanakan tugas 

Pe$nghubung. 

4. Salah satu dari asiste$n se$bagaimana dimaksud pada ayat (3) juga 

be$rtanggung jawab te$rhadap administrasi Pe$nghubung.58 
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1) Koordinator be$rtanggung jawab untuk me$ngoordinasikan pe$laksanaan 

tugas, capaian kine$rja dan pe$nge$lolaan barang milik ne$gara di 

Pe$nghubung Komisi Yudisial, di atur dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 3. 

2) Bagian Administrasi dan Ke$uangan, be$rdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (4) 

Pe$raturan Komisi Yudisial Re$publik Indone$sia Nomor 1 Tahun 2017 

te$ntang Pe$mbe$ntukan, Susunan, dan Tata Ke$rja Pe$nghubung Komisi 

Yudisial di Dae$rah, bahwa salah satu asiste$n me$miliki tanggung jawab 

dalam administrasi pe$nghubung, se$rta be$rtanggung jawab dalam 

me$ngolah biaya ope$rasional kantor dan me$mbuat laporan pe$nge$luaran 

untuk dipe$rtanggungjawabkan ke$ Kantor Komisi Yudisial RI. 

3) Bagian Pe$mantauan dan Pe$ngawasan Pe$rsidangan, be$rdasarkan Pasal 4 

huruf (a) Pe$raturan Komisi Yudisial Re$publik Indone$sia Nomor 1 Tahun 

2017 bahwa Pe$nghubung Komisi Yudisial me$lakukan: 

a. Pe$ne$rimaan pe$rmohonan pe$mantauan pe$rsidangan untuk dite$ruskan 

ke$pada Komisi Yudisial; 

b. Pe$ncatatan dan analisis pe$rmohonan pe$mantauan pe$rsidangan; 

c. Pe$mantauan pe$rsidangan; dan 

d. Pe$nyusunan laporan hasil pe$mantauan pe$rsidangan untuk dite$ruskan 

ke$pada Komisi Yudisial. 

4) Bagian Pe$nanganan Laporan dan Masyarakat be$rdasarkan pasal 4 huruf 

(b) dan (c) Pe$raturan Komisi Yudisial Re$publik Indone$sia Nomor 1 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata 

Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Pasal 9. 



38 

 

 
 

me$lakukan Tahun 2017, bahwa Pe$nghubung Komisi Yudisial 

me$lakukan:
59

 

a. Pe$ne$rimaan dan pe$ncatatan Laporan Dugaan Pe$langgaran KE$PPH;  

b. Ve$rifikasi ke$le$ngkapan pe$rsyaratan administrasi Laporan Dugaan 

Pe$langgaran KE$PPH; 

c. Pe$rmintaan ke$le$ngkapan data dan/atau pe$rsyaratan Laporan 

Dugaan Pe$langgaran KE$PPH ke$pada pe$lapor se$cara langsung; 

d. Pe$ne$rimaan bukti pe$ndukung yang dapat me$nguatkan Laporan 

Dugaan Pe$langgaran KE$PPH; 

e. Pe$layanan informasi atau konsultasi be$rkaitan de$ngan Laporan 

Dugaan Pe$langgaran KE$PPH se$be$lum dilakukan re$gistrasi; 

f. Pe$mbe$rian dukungan dalam prose$s pe$me$riksaan Laporan Dugaan 

Pe$langgaran KE$PPH be$rsama unit ke$rja yang me$lakukan fungsi 

pe$me$riksaan; dan 

g. Pe$mbe$rian informasi pe$rke$mbangan Laporan Dugaan Pe$langgaran 

KE$PPH ke$pada pe$lapor. 

5) Staff Kantor 

Staff Kantor adalah yang be$rtanggung jawab dalam urusan ke$rumah 

tanggaan kantor Pe$nghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, se$lain itu juga 

be$rtugas dalam me$mbantu prose$s pe$mantauan di Pe$rsidangan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Kajian Pe$ne$litian Te$rdahulu ini be$rtujuan untuk me$lihat dan me$nilai 

pe$rbe$daan-pe$rbe$daan pe$ne$litian yang dire$ncanakan de$ngan pe$ne$litian 

se$be$lumnya. De$ngan de$mikian manfaat yang dapat dipe$role$h yaitu, me$nge$tahui 

de$ngan pasti apa yang akan dite$liti; tahu dimana, ke$pada siapa informasi dapat 

dipe$role$h; tahu bagaimana cara me$mpe$role$h data atau informasi; dapat 

me$ne$ntukun cara yang te$pat untuk me$nganalisis data; tahu bagaimana harus 

me$ngambil ke$simpulan se$rta me$manfaatkan hasil pe$ne$litian.60  Dari pe$ne$litian ini, 

pe$nulis me$ne$mukan be$be$rapa sumbe$r kajian lain yang te$lah le$bih te$rdahulu 

me$mbahas te$rkait de$ngan Pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Te$rhadap Se$le$ksi 

Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung. Diantaranya adalah: 

1. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Disusun ole$h Diah Savitri, de$ngan judul “Ke$we$nangan 

Komisi Yudisial Dan De$wan Pe$rwakilan Rakyat Dalam Pe$ne$gakan Hakim 

Agung”.  

Pe$rsamaan de$ngan pe$ne$litian te$rdahulu adalah sama-sama me$njadikan 

Komisi Yudisial se$bagai institusi ke$le$mbagaan di Indone$sia me$njadi obje$k 

pe$ne$litian dan ikhtiar me$njadikan pe$radilan di Indone$sia me$njadi le$bih baik 

te$rutama dalam pe$nye$le$ksian calon Hakim Agung di Mahkamah Agung 

kare$na me$ngingat hampir se$luruh pe$rkara hukum di Indone$sia akan be$rujung 

pada para Hakim Agung ini. Adapun pe$rbe$daannya, skripsi te$rse$but hanya 

me$mbahas me$nge$nai Komisi Yudisial dan DPRI dalam prose$s pe$ngangkatan 
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Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN 

Sunan Kalijaga, 2020), Cet. Ke-1, h. 28–29. 
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Hakim Agung dan Analisis putusan Mahkamah Agung se$rta pe$nghapusan 

ke$we$nangan DPR RI dalam pe$ngangkatan Hakim Agung, se$dangkan pe$nulis 

me$mbahas te$ntang pe$ranan Pe$nghubung Komisi Yudisial te$rhadap 

pe$ngangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung.61 

2. Skripsi Fakultas Hukum, Unive$rsitas Andalas. Disusun ole$h Alfre$d Haryanto, 

de$ngan judul “Ke$we$nangan Komisi Yudisial Dalam Pe$ngusulan 

Pe$ngangkatan Hakim Agung Se$te$lah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-XI/2013”.62 

Pe$rsamaan de$ngan pe$ne$litian te$rdahulu adalah sama-sama me$njadikan 

Komisi Yudisial se$bagai institusi ke$le$mbagaan di Indone$sia me$njadi obje$k 

pe$ne$litian dan ikhtiar me$njadikan pe$radilan di Indone$sia me$njadi le$bih baik di 

masa yang akan datang. Adapun pe$rbe$daannya, skripsi te$rse$but hanya 

me$mbahas be$rkaitan de$ngan Ke$we$nangan Komisi Yudisial dalam pe$ngusulan 

pe$ngangkatan Hakim Agung be$rdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-XI/2013, se$dangkan pe$nulis me$lakukan analisis te$rhadap 

Se$le$ksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung ole$h Komisi Yudisial dan 

Pe$nghubung Komisi Yudisial be$rdasarkan pada Pe$raturan Komisi Yudisial 

Nomor 2 Tahun 2016. 

3. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Rade$n Intan 

Lampung. Disusun ole$h Sulthan Bin Tahir, de$ngan judul “Pe$ranan Komisi 
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Diah Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam 

Pengangkatan Hakim Agung” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014). 

62
Rahayu Fitriana, “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan 

Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013” (Skripsi: Universitas 

Andalas, 2014). 
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Yudisial dalam Me$ngupayakan Pe$ngangkatan Kapasitas Hakim Ditinjau dari 

Fiqh Siyasah”.63 

Pe$rsamaan de$ngan pe$ne$litian te$rdahulu adalah sama-sama me$mbahas 

te$ntang re$krutme$n calon Hakim Agung ole$h Komisi Yudisial, prose$s se$le$ksi 

calon hakim me$rupakan me$ne$ntukan sosok yang duduk di puncak te$rtinggi 

badan pe$radilan Indone$sia, se$orang Hakim Agung. Adapun pe$rbe$daannya, 

Skripsi te$rse$but me$mbahas te$ntang pe$ngangkatan Hakim Agung di Indone$sia 

ole$h Komisi Yudisial se$cara me$ndasar, se$dangkan pe$nulis me$mbahas pe$ran 

Komisi Yudisial dalam pe$ngangkatan Hakim Agung se$cara me$ndalam, 

pe$rbe$daan pe$ne$litian ini juga te$rle$tak pada te$mpat lokasi pe$ne$litian, se$rta 

subje$k dalam pe$ne$litian. 

4. Jurnal Komisi Yudisial. Disusun ole$h Tabah Sulistyo, de$ngan judul 

“E$ksiste$nsi Jalur Non Karie$r dalam Se$le$ksi Hakim Agung”. 

Pada jurnal ini te$rdapat pe$mbahasan me$nge$nai siste$matik re$krutme$n Hakim 

Agung di Mahmakah Agung ole$h Komisi Yudisial jalur hakim karie$r dan jalur 

hakim non karie$r, se$hingga jurnal te$rse$but me$njadi re$fe$re$nsi pe$ne$litian 

te$rdahulu pe$ne$liti dalam pe$mbuatan skripsi. 

5. Jurnal Fakultas Hukum, Unive$rsitas Sumate$ra Utara, Me$dan. Disusun ole$h 

Nurhalimatuz Zahro, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, Chairul Bariah, 
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Sulthan Bin Tahir, “Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan 

Kapasitas Hakim Ditinjau dari Fiqh Siyasah", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2018). 
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de$ngan judul ”Proye$ksi Konstitusional Re$krutme$n Hakim Agung Ole$h Komisi 

Yudisial”.64  

Jurnal ini me$nganalis pola ide$al re$krutme$n Hakim Agung yang dilaksanakan 

ole$h Komisi Yudisial dan pe$laksaannya diwujudkan me$lalui pe$raturan Komisi 

Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 te$ntang Se$le$ksi Calon Hakim Agung se$rta 

Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Te$ntang Komisi 

Yudisial, se$hingga jurnal te$rse$but me$njadi re$fe$re$nsi pe$ne$liti dalam me$lakukan 

pe$ne$litian. 

6. Jurnal Fakultas Hukum, Unive$rsitas Hasanuddin, Makassar. Disusun ole$h 

Rizqa Ananda Hanapi, de$ngan judul “Re$konstruksi Me$kanisme$ Re$krutme$n 

Hakim dalam Rangka Pe$nguatan Le$mbaga Pe$radilan di Indone$sia Rizqa 

Ananda Hanapi, de$ngan judul “Re$konstruksi Me$kanisme$ Re$krutme$n Hakim 

dalam Rangka Pe$nguatan Le$mbaga Pe$radilan di Indone$sia”.65 

Jurnal ini me$mbahas me$nge$nai rangka me$wujudkan Le$mbaga pe$radilan yang 

kuat. Me$njadi se$orang hakim yang adil, kompe$te$n, be$rkualitas, imparsial, 

be$rinte$gritas, dan me$miliki pe$nge$tahuan hukum. Se$hingga me$njadi re$fe$re$nsi 

pe$ne$liti dalam me$nganalisa le$mbaga pe$radilan dan juga hakim, kare$na hakim 

me$rupakan pe$jabat ne$gara yang me$njadi ujung tombak pe$ne$gakan hukum 

dalam suatu ne$gara. 
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Nurhalimatuz Zahro et al., “Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh 

Komisi Yudisial”, Jurnal USM Law Review, Volume 4., No. 1., (2021). 

65
Rizqa Ananda Hanapi, “Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka 

Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Legislatif, Volume 2., No. 2., (2019). 



43 

 

 
 

7. Jurnal Fakultas Hukum, Unive$rsitas Andalas, Padang. Disusun ole$h He$nny 

Andriani, de$ngan judul “Mode$l Re$krutme$n Hakim Se$bagai Pe$nye$le$nggara 

Ke$kuasaan Ke$hakiman Me$nurut Konse$psi Ne$gara Hukum”.66 

Pada jurnal ini me$ngkaji dan me$nganalisa bagaimana mode$l re$krutme$n hakim 

se$bagai pe$nye$le$nggara ke$kuasaan ke$hakiman me$nurut konse$psi ne$gara 

hukum, juga me$ngkaji ciri ne$ge$ri hukum yang te$rkait langsung de$ngan 

ke$kuasaan ke$hakiman, yaitu pe$rlindungan konstitusional, badan ke$hakiman 

yang be$bas dan tidak me$mihak, hak-hak manusia, dan pe$mbagian ke$kuasaan. 

Se$hingga me$njadi re$fe$nsi pe$ne$liti dalam me$lanjutkan pe$ne$litian te$rkait 

informasi yang dipe$rlukan dalam skripsi. 

Pada pe$ne$litian ini be$rfokus te$rhadap pe$ran, prose$s, faktor pe$ndukung 

dan faktor pe$nghambat yang dialami ole$h Komisi Yudisial juga Pe$nghubung 

Komisi Yudisial Riau se$bagai pe$rpanjang tangan Komisi Yudisial di dae$rah, 

te$rhadap Pe$raturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016
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Henny Andriani, “Model Rekrutmen Hakim Sebagai Penyelenggara Kekuasaan 

Kehakiman Menurut Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal UNES Law Review, Volume 6., No. 1., 

(2023). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Je$nis pe$ne$litian ini adalah pe$ne$litian lapangan (fie$ld Re$se$arch). Me$nurut 

De$ddy Mulyana pe$ne$litian lapangan (fie$ld Re$se$arch) adalah je$nis pe$ne$litian yang 

me$mpe$lajari fe$nome$na dalam lingkungannya yang alamiah.67 Untuk itu, data 

prime$rnya adalah data yang be$rasal dari lapangan. Se$hingga data yang didapat 

be$nar-be$nar se$suai de$ngan re$alitas me$nge$nai fe$nome$na-fe$nome$na yang ada di 

lokasi pe$ne$litian te$rse$but.68 Maka dari itu disini pe$ne$liti me$nggunakan je$nis 

pe$ne$litian Fie$ld Re$se$arch, agar dapat me$ncari data di lapangan se$cara de$tail dan 

te$rpe$rinci de$ngan cara me$ngamati dari fe$nome$na te$rke$cil yang me$njadi acuan titik 

pe$rmasalahan, de$ngan cara me$lakukan surve$y se$cara langsung ke$lapangan untuk 

me$ngumpulkan data prime$r dan data se$kunde$r yang didapat langsung dari 

re$sponde$n me$lalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi se$bagai bahan 

dalam pe$nulisan pe$ne$litian ini.69  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pe$ne$litian kualitatif be$rlandaskan ke$pada filsafat post-positivisme$, se$bab 

be$rguna untuk me$ne$liti pada obye$k yang alamiah, (se$bagai lawannya e$kspe$rime$n) 

pe$ne$liti be$rkontribusi se$bagai instrume$nt kunci, te$knik pe$ngumpulan data de$ngan 
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Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta, “Program Pendayagunaan Masyarakat Pada 

Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3., No. 

1., (2023), h. 235. 
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Ismail Saleh, “Analis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Produk 

Murabahah Di Perbankan Syari’ah”, (Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2024), h. 33. 
69

Arif Rachman, Metode Penelitian Kualitati, Kuantitatif Dan R&D, (Karawang: Saba 

Jaya Publisher, 2024), Cet. Ke-1, h. 175. 
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trianggulasi (gabungan), analisis data be$rsifat induktif/kualitatif, dan hasil 

pe$ne$litian kualitatif le$bih me$ne$kankan makna dari pada ge$ne$ralisasi.70 Me$tode$ 

kualitatif digunakan untuk me$ndapatkan data yang se$be$narnya, data yang 

me$ngandung makna. Makna adalah data yang se$be$narnya, data yang pasti 

me$rupakan suatu nilai di balik data yang tampak.  

Te$rkait de$ngan tujuan pe$ne$litian ini, pe$ne$liti ingin me$nge$tahui pe$ran 

Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau te$rhadap se$le$ksi calon Hakim Agung 

be$rdasarkan Pe$raturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016, apa saja faktor-

faktor yang me$mpe$ngaruhi pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau te$rhadap 

se$le$ksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung be$rdasarkan Pe$raturan Komisi 

Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 dan bagaimana pe$rspe$ktif fiqh siyasah pe$ran 

Pe$nghubung Komisi Yudisial te$rhadap se$le$ksi calon Hakim Agung. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi Pe$ne$litian adalah te$mpat dimana pe$ne$litian dilakukan. Pe$ne$tapan 

lokasi pe$ne$litian me$rupakan tahap yang sangat pe$nting dalam pe$ne$itian kualitatif, 

kare$na de$ngan dite$tapkannya lokasi pe$ne$litian be$rarti obje$k dan tujuan sudah 

dite$tapkan se$hingga me$mpe$rmudah pe$nulis dalam me$lakukan pe$ne$litian.71 

Untuk me$ndapatkan data yang dipe$rlukan pe$ne$litian me$lakukan pe$ne$litian 

ini di Pe$nghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau te$patnya be$rada di Jalan Arifin 
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Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika 

Volume 21., No. 1., (2021), h. 36.  
71

Wibawa Lafaila et al., “Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam 

Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen 

Park Royal Sidoarjo,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 9., No. 2., (2022), h. 21. 
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Ahmad Komple$k Me$ga Asri Gre$e$n Office$ Blok A-14, Ke$camatan. Marpoyan 

Damai, Kota Pe$kanbaru, Provinsi Riau.  

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subje$k Pe$ne$litian 

Me$nurut Tatang M. Amirin, subje$k pe$ne$litian adalah sumbe$r te$mpat 

me$mpe$role$h ke$te$rangan pe$ne$litian atau le$bih te$pat dimaknai se$bagai 

se$se$orang atau se$suatu yang me$nge$nainya ingin dipe$role$h ke$te$rangan.72 

Subje$k dalam pe$ne$litian ini adalah Pe$jabat yang be$rsangkutan yaitu 

Koordinator Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau, Asiste$n Bidang 

Pe$mantauan Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau, Asiste$n Bidang Laporan 

Masyarakat Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau dan Asiste$n Bidang 

Administrasi dan Ke$uangan Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau. 

2. Obje$k Pe$ne$litian 

Obje$k pe$ne$litian me$rupakan suatu kondisi yang me$nggambarkan 

atau me$ne$rangkan suatu situasi dari obje$k yang akan dite$liti untuk 

me$ndapatkan gambaran yang je$las dari suatu pe$ne$litian.73 

Yang me$njadi obje$k pe$ne$litian adalah pe$ran Pe$nghubung Komisi 

Yudisial Wilayah Riau dalam rangka se$le$ksi calon Hakim Agung di 

Mahkamah Agung se$suai de$ngan Pe$raturan Komisi Yudisial Nomor 2 

Tahun 2016 te$ntang Se$le$ksi Calon Hakim Agung dan faktor-faktor dalam 
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Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitiaan, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 

61 
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Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, “Peran Sosial Media Atas Perilaku 

Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak,” SENTRI: 

Jurnal Riset Ilmiah, Volume 2., No. 3., (2023), h. 685  
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pe$laksanaan pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam 

rangka me$lakukan se$le$ksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung 

se$suai de$ngan Pe$raturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 te$ntang 

Se$le$ksi Calon Hakim Agung. 

 

E. Informan Penelitian 

Dalam pe$ne$litian kualitatif tidak me$nggunakan istilah populasi, te$tapi ole$h 

Spradle$y dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang te$rdiri atas tiga 

e$le$me$n yaitu: te$mpat (place$), pe$laku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

be$rinte$kasi se$cara sine$rgis.74 Situasi sosial ini bisa dikatakan se$bagai obje$k 

pe$ne$litian.  

Dalam pe$ne$litian kualitatif tidak me$nggunakan populasi, kare$na pe$ne$litian 

kualitatif be$rangkat dari kasus te$rte$ntu yang ada pada situasi sosial te$rte$ntu dan 

hasil kajiannya tidak akan dibe$rlakukan ke$ populasi, te$tapi ditransfe$rkan ke$ 

te$mpat lain pada situasi sosial yang me$miliki ke$samaan de$ngan situasi sosial pada 

kasus yang dipe$lajari.75  

Sampe$l dalam pe$ne$litian kualitatif bukan dinamakan re$sponde$n, te$tapi 

se$bagai narasumbe$r, partisipan, informan. Dan Sampe$l dalam pe$ne$litian kualitatif 

bukan dise$but sampe$l statistik, te$tapi sampe$l te$oritis. 

Dalam pe$ne$litian ini, pe$ne$liti me$ngambil 4 informan yang te$rdiri dari 1 

orang koordinator Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau, 1 asiste$n bidang 

pe$ngawasan dan pe$mantaun pe$rsidangan Pe$nghubung komisi Yudisial Riau, 1 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta 

CV, 2013), h. 215 

75
 Ibid., h. 216 



48 

 

 
 

orang asiste$n bidang laporan masyarakat, 1 orang asiste$n bidang administrasi dan 

ke$uangan Pe$nghubung komisi Yudisial Riau. Dalam me$ne$tapkan informan 

me$nggunakan te$knik Total Sampling yaitu se$mua informan diambil dalam 

pe$ne$litian ini pe$ne$liti me$ngambil se$banyak 4 orang informan. 

 

F. Sumber Data  

Be$rkaitan de$ngan pe$rmasalahan dan pe$nde$katan masalah yang digunakan, 

maka pada prinsipnya pe$ne$litian ini me$nggunakan dua sumbe$r data yaitu lapangan 

dan ke$pustakaan. Se$dangkan je$nis datanya yaitu: 

a. Data prime$r  

Data prime$r me$rupakan data yang dipe$role$h se$cara langsung 

dari masyarakat baik yang dilakukan me$lalui wawancara, obse$rvasi 

dan alat lainnya.76 Dalam pe$ne$litian ini yang me$njadi sumbe$r data 

prime$r adalah data yang dipe$role$h langsung dari Koordinator 

Pe$nghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, asiste$n bidang 

pe$mantauan Pe$nghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, asiste$n 

bidang laporan masyarakat Pe$nghubung Komisi Yudisial Wilayah 

Riau dan asiste$n bidang administrasi dan ke$uangan Pe$nghubung 

Komisi Yudisial Wilayah Riau. 
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Nurjanah, “Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha 

Laundry Bunda”, Jurnal Mahasiswa, Volume 1., No. 1., (2021), h. 121. 
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b. Data se$kunde$r  

Data se$kunde$r adalah data yang dipe$role$h dari atau be$rasal dari 

bahan ke$pustakaan.77 Data ini biasanya digunakan untuk me$le$ngkapi 

data prime$r, me$ngingat bahwa data prime$r dapat dikatakan se$bagai 

data prakte$k yang ada se$cara langsung di dalam prakte$k di lapangan. 

Untuk me$lihat konse$psi pe$ne$rapannya pe$rlu me$re$fle$ksikan ke$mbali ke$ 

dalam te$ori yang te$rkait se$hingga pe$rlu adanya data se$kunde$r se$bagai 

pe$mandu. Dalam pe$ne$litian ini yang me$njadi sumbe$r data se$kunde$r 

adalah lite$ratur, artike$l, jurnal se$rta situs di inte$rne$t yang be$rke$naan 

de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan.78 Dalam hal ini pe$ne$liti 

me$nggunakan sumbe$r data se$kunde$r yang be$rkaitan de$ngan Pe$ran 

Pe$nghubung Komisi Yudisial te$rhadap se$le$ksi calon Hakim Agung 

be$rdasarkan pe$raturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 

pe$rspe$ktif fiqh siyasah se$rta sumbe$r informasi lainnya yang be$rkaitan. 

c. Data Te$rsie$r 

 Data te$rsie$r adalah bahan-bahan mate$ri pe$nje$lasan te$rhadap data 

prime$r dan data se$kude$r yang ada. Adapun data yang digunakan dalam 

pe$ne$litian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Te$knik-te$knik pe$ngumpulan data yang digunakan dalam pe$ne$litian ini 

me$liputi:  

                                                           
77

Nurjanah, op.cit., h. 121 
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Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan 

Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas 

Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura” Jurnal Ekonomi, Volume 21., 

No. 3., (2019), h. 311. 
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a. Obse$rvasi 

Yaitu de$ngan cara me$ngumpulkan data me$lalui pe$ngamatan 

langsung di te$mpat pe$ne$litiaan.79 Hasil dari pe$ngumpulan te$rse$but 

pe$ne$liti digunakan se$bagai tambahan data informasi dalam pe$ne$litian. 

Te$knik ini dilakukan de$ngan cara me$ngamati langsung obje$k 

pe$ne$litian lapangan yaitu di kantor Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau 

dan me$nge$nai pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau dalam se$le$ksi 

calon Hakim Agung di Mahkamah Agung be$rdasarkan pe$raturan 

Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 pe$rspe$ktif fiqh siyasah. 

b. Wawancara 

Me$tode$ wawancara yaitu suatu ke$giatan dilakukan guna 

me$ndapatkan informasi se$cara langsung de$ngan me$ngungkapkan 

pe$rtanyaan pe$rtanyaan pada re$sponde$n/narasumbe$r.80 Wawancara 

te$rbagi me$njadi tiga je$nis yaitu wawancara instruktur atau te$rpimpin, 

wawancara tidak te$rstruktur atau be$bas, dan wawancara se$mi 

te$rstruktur atau be$bas te$rpimpin, wawancara te$rstruktur atau te$rpimpin 

artinya pe$wawancara te$lah me$nyiapkan pe$rtanyaan-pe$rtanyaan te$rtulis 

yang se$kaligus alte$rnatif jawaban te$lah te$rse$dia se$dangkan wawancara 

tidak te$rstruktur artinya pe$wawancara be$bas untuk me$nanyakan apa 

saja ke$pada narasumbe$r, te$tapi te$tap me$ngingat data apa yang akan 
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dikumpulkan. Dalam hal ini narasumbe$r be$rhak untuk me$njawab 

se$suai de$ngan pikiran dan pe$ndapatnya. Wawancara se$mi te$rstruktur 

atau be$bas te$rpimpin artinya kombinasi antara wawancara te$rstruktur 

atau te$rpimpin de$ngan wawancara tidak te$rstruktur atau be$bas.81 

Dari ke$tiga macam me$tode$ wawancara te$rse$but maka pe$ne$liti 

me$nggunakan me$tode$ wawancara se$mi te$rstruktur yang ditunjukkan 

ke$pada koordinator Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau, asiste$n se$ksi 

bidang pe$mantauan Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau, asiste$n se$ksi 

bidang laporan masyarakat Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau dan 

asiste$n se$ksi bidang administrasi dan ke$uangan Pe$nghubung Komisi 

Yudisial Riau. Me$tode$ wawancara ini pe$ne$liti gunakan untuk 

me$ndapatkan data te$rkait pe$ne$litian yang akan pe$ne$liti lakukan. 

c. Studi ke$pustakaan 

Yaitu pe$nulis me$ngambil data-data yang be$rsumbe$r dari buku-

buku, artike$l, jurnal, pe$raturan pe$rundang-undangan, we$bsite$, yang 

be$rhubungan de$ngan masalah yang dite$liti ole$h pe$ne$liti yaitu me$nge$nai 

pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau dalam se$le$ksi calon Hakim 

Agung di Mahkamah Agung be$rdasarkan pe$raturan Komisi Yudisial 

Riau Nomor 2 Tahun 2016 pe$rspe$ktif fiqh siyasah. 

d. Dokume$ntasi  

Dokume$ntasi yaitu me$ncari data me$nge$nai hal-hal atau variabe$l 

yang be$rupa catatan transkip buku surat kabar notule$n rapat dan 

                                                           
81

Alvin Farizki Adam, “Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Fiqh Siyasah” 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 18. 



52 

 

 
 

se$bagainya.82 Me$tode$ dokume$ntasi ini digunakan pe$ne$liti untuk 

me$mpe$role$h data yang dibutuhkan pe$ne$liti dalam me$lakukan 

pe$ne$litian te$ntang pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau dalam 

se$le$ksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung be$rdasarkan 

pe$raturan Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 pe$rspe$ktif fiqh 

siyasah. 

 

H. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah prose$s pe$nye$de$rhanaan data dalam be$ntuk yang le$bih 

mudah dibaca dan di inte$rpre$stasikan. Analisis data me$rupakan upaya me$ncari 

dan me$nata se$cara siste$matis hasil obse$rvasi, wawancara dan hasil lainnya untuk 

me$ningkatkan pe$mahaman pe$ne$liti te$ntang kasus yang dite$liti dan me$nyajikannya 

dalam te$muan bagi orang lain.83  

Se$te$lah informasi te$rkumpul se$cara le$ngkap, tahap se$lanjutnya adalah 

analisis data. Pada tahap ini data digunakan se$de$mikian rupa se$hingga dipe$role$h 

ke$be$naran yang dipakai untuk me$njawab pe$rsoalan yang akan diajukan dalam 

pe$ne$litian. Se$te$lah je$nis data te$rkumpul, dilakukan analisis de$skriptif kualitatif 

te$rhadap data pe$ne$litian ini.  Analisis ini pe$nulis lakukan de$ngan langkah-langkah 

se$bagai be$rikut: 
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a. Re$duksi Data  

Me$re$duksi data be$rarti me$rangkum, me$milih hal-hal yang pokok, 

me$mfokuskan pada hal-hal yang pe$nting, dicari te$ma dan polanya.84 

De$ngan de$mikian data yang te$lah dire$duksi akan me$mbe$rikan gambaran 

yang le$bih je$las, dan me$mpe$rmudah pe$ne$liti untuk me$lakukan 

pe$ngumpulan data se$lanjutnya, dan me$ncarinya bila dipe$rlukan. Pada 

tahap ini informasi yang dikumpulkan adalah se$bagai informasi 

wawancara dan pe$rse$psi te$ntang pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau 

dalam se$le$ksi calon Hakim Agung di Mahkamah Agung be$rdasarkan 

pe$raturan Komisi Yudisial Riau Nomor 2 Tahun 2016 pe$rspe$ktif fiqh 

siyasah. Data te$rse$but dapat dise$laraskan de$ngan ke$butuhan pe$ne$litian, 

se$hingga me$nghasilkan pe$nyajian yang mudah dipahami. 

b. Pe$nyajian Data 

Se$te$lah data te$rse$but dire$duksi maka tahap se$lanjutnya pe$ne$liti 

akan me$lakukan pe$nyajian/pe$nyampaian data yang te$lah dipe$role$h dari 

lokasi pe$ne$litian. Pe$nyajian data dalam pe$ne$litian ini me$nggunakan be$ntuk 

de$skriptif kare$na me$nggunakan me$tode$ kualitatif.85 Hasil pe$ngumpulan 

data se$be$lumnya me$rupakan data yang dimanfaatkan ole$h pe$ne$liti dalam 

pe$nyampaian data. Me$lalui pe$nyajian/pe$nyampaian data te$rse$but, maka 

data akan te$rsusun dalam pola hubungan se$hingga akan se$makin rapi dan 
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mudah dime$nge$rti. Agar le$bih te$rarahnya pe$nyajian data dari hasil 

pe$ne$litian maka pe$nulis akan me$nge$mukakan data be$rdasarkan pokok-

pokok bahasan. 

c. Pe$narikan Ke$simpulan 

Ke$simpulan dalam pe$ne$litian kualitatif adalah me$rupakan te$muan 

baru yang se$be$lumnya be$lum pe$rnah ada.86 Ke$simpulan diawal yang 

sifatnya masih be$lum je$las akan be$rpote$nsi me$ngalami pe$rubahan apabila 

pe$ne$liti tidak mampu me$ne$mukan fakta-fakta konkre$t pada pe$ngumpulan 

data be$rikutnya. Yang diharapkan dari pe$ne$litian kualitatif adalah adanya 

pe$nje$lasan yang le$bih aktual dibanding pe$ne$litian se$be$lumnya. Bisa 

be$rbe$ntuk de$skripsi atau pe$nje$lasan suatu obje$k yang awalnya be$lum bisa 

dipastikan ke$be$narannya me$njadi bisa dipastikan. Pada tahap ini pe$ne$liti 

akan me$nyampaikan, me$mahami, dan me$ngkritisi bukti yang ada de$ngan 

tujuan dapat me$mahami fe$nome$na apa yang se$be$narnya te$rjadi, se$hingga 

te$rciptanya se$buah ke$simpulan dan pe$nje$lasan se$cara umum me$nge$nai 

pe$ran Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau dalam se$le$ksi calon Hakim 

Agung di Mahkamah Agung be$rdasarkan pe$raturan Komisi Yudisial Riau 

Nomor 2 Tahun 2016 Pe$rspe$ktif Fiqh Siyasah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Be$rdasarkan pe$mbahasan hasil pe$ne$litian ini, maka dapat dike$mukakan 

be$be$rapa ke$simpulan dari pe$rmasalahan yang dibahas: 

1. Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam seleksi calon Hakim 

Agung yaitu melakukan sosialisasi penjaringan calon Hakim Agung, 

pendampingan pendaftaran calon Hakim Agung, dan penelusuran rekam 

jejak calon Hakim Agung. Adapun yang menjadi kendala, kurangnya 

regulasi tugas dan wewenang spesifik dalam peraturan Komisi Yudisial 

Nomor 2 Tahun 2016, kesulitan menemukan calon Hakim Agung yang 

memenuhi kriteria, serta hambatan dalam memperoleh track record calon 

Hakim Agung. 

2. Faktor yang mempengaruhi peran Penghubung Komisi Yudisial Riau 

dalam seleksi calon Hakim Agung. Faktor pendukungnya, Penghubung 

dapat menjadi akses yang mendukung pelaksanaan seleksi, seperti dalam 

hal sosialisasi dan pengumpulan informasi terkait rekam jejak calon, serta 

melakukan koordinasi langsung dengan informan yang mengetahui 

informasi tersebut. Namun, faktor penghambatnya terkait dengan regulasi, 

karena Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tidak mengatur 

secara spesifik mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Penghubung 

dalam rekrutmen calon Hakim Agung. Selain itu, terbatasnya calon 

potensial dan kesulitan dalam memperoleh track record calon, terutama 
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melalui hakim karir, menjadi kendala. Faktor administratif juga menjadi 

hambatan, karena calon hakim harus melengkapi berbagai dokumen, 

termasuk laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, 

dan beberapa hakim senior terkadang kesulitan dalam memenuhi 

kewajiban administrasi tersebut. 

3. Dari perspektif Fiqh Siyasah, peran Penghubung Komisi Yudisial Riau 

yaitu memastikan melayani calon hakim agung dengan adil tanpa 

membedakan budaya, suku maupun kekerabatan, dan memastikan calon 

hakim yang diusulkan kepada Komisi Yudisial memenuhi mempunyai 

integritas hukum yang diperlukan. Adapun yang menjadi kendala yaitu 

menjamin seleksi yang adil dan objektif tanpa dipengaruhi latar belakang 

calon hakim dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi, membuat 

sulit memastikan kualitas calon. 

 

B. Saran 

1. Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau he$ndaknya te$rus me$ningkatkan pola 

me$kanisme$ pe$re$krutan calon Hakim Agung me$skipun masih te$rdapat 

ke$kurangan pada inte$rnal Komisi Yudisial. Misalnya le$bih be$ke$rjasama 

de$ngan Mahkamah Agung de$ngan me$mbe$rikan informasi lowongan 

Hakim Agung ke$pada badan pe$radilan di bawah Mahkamah Agung, 

be$gitu juga de$ngan me$manfaatkan je$jaring atau Pe$nghubung Komisi 

Yudisial yang te$rse$bar di se$luruh provinsi di Indone$sia untuk 

me$nsosialisasikan lowongan calon Hakim Agung. Pe$nghubung Komisi 
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Yudisial Riau juga se$harusnya bisa le$bih aktif untuk me$ngajak hakim-

hakim yang me$mang be$rinte$gritas untuk me$ngikuti se$le$ksi calon Hakim 

Agung. Hal ini pe$rlu dilakukan untuk me$lahirkan para calon hakim yang 

kompe$te$n, be$rinte$gritas, dan be$rkualitas. 

2. Le$mbaga pe$re$krut Hakim Agung harusnya adalah le$mbaga yang jauh 

daripada ke$pe$ntingan politik. Ke$we$nangan DPR yakni me$nye$tujui atau 

tidak me$nye$tujui calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

diharapkan dilaksanakan de$ngan me$kanisme$ khusus dan me$mbe$rikan 

alasan yang je$las (re$asoning) jika DPR tidak me$nye$tujui calon yang di 

usulkan ole$h Komisi Yudisial. Pe$nghubung Komisi Yudisial Riau 

he$ndaknya bisa me$njamin nde$pe$nde$nsi Hakim Agung yang tidak dapat 

dipe$ngaruhi ole$h ke$kuatan politik atau cabang ke$kuasan ne$gara lainnya 
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